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ABSTRACT 

Corporate involvement in corruption constitutes an unlawful act that causes financial losses 

to the state and hinders national development and public welfare. Before the enactment of 

Law Number 1 of 2023 on the Indonesian Criminal Code (KUHP), the regulation of 

corporate criminal liability was dispersed across various laws, including Law Number 31 

of 1999 as amended by Law Number 20 of 2001 on the Eradication of Corruption Crimes. 

This study aims to analyze the regulation of corporate liability for corruption under Law 

Number 1 of 2023. The research employs a normative legal method using statutory and 

conceptual approaches supported by primary and secondary legal materials. The findings 

indicate that Law Number 1 of 2023 explicitly recognizes corporations as criminal law 

subjects. Articles 45 to 50 comprehensively regulate corporate criminal liability, applicable 

sanctions, and legal representation of corporations. These provisions are expected to 

strengthen law enforcement and enhance accountability in addressing corporate 

involvement in corruption in Indonesia. 
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ABSTRAK 

Tindak pidana korupsi yang melibatkan korporasi merupakan perbuatan melawan hukum 

yang dapat menimbulkan kerugian negara serta menghambat pembangunan dan 

kesejahteraan masyarakat. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 

tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pengaturan mengenai 

pertanggungjawaban pidana korporasi masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-

undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan dan pertanggungjawaban pidana korporasi 

dalam tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Penelitian 

menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan 

konseptual, serta memanfaatkan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 secara tegas mengakui 

korporasi sebagai subjek hukum pidana. Ketentuan Pasal 45 sampai Pasal 50 mengatur 

pertanggungjawaban, sanksi pidana, serta pihak yang mewakili korporasi, sehingga 

diharapkan mampu memperkuat penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di 

Indonesia. 

Kata kunci : Korporasi, KUHP 2023, Pertanggungjawaban pidana 
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PENDAHULUAN  

Korupsi adalah suatu permasalahan serius karena persoalan tersebut dihadapi oleh 

negara Indonesia karena berdampak sangat luas terhadap kehidupan rakyat Indonesia, 

stabilitas ekonomi, politik serta sosial. Korupsi tidak hanya melemahkan ekonomi juga 

kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan pemerintahan. Korupsi itu dari bahasa 

latin yaitu corruptio atau corruptus. Corruptio bisa diartikan perbuatan yang dapat 

menghancurkan dan merusak kepercayaan serta mengandung ketidakjujuran, tidak bermoral 

atau keburukan yang semena-mena. Menurut Todung Mulya Lubis korupsi suatu perbuatan 

untuk melawan hukum yang secara sadar dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau 

beberapa orang dimana mereka memiliki kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan pribadi 

atau kelompoknya.1 World Bank tahun 2000 juga mengatakan bahwa korupsi adalah 

penyalahgunaan publik demi keuntungan pribadi. Korupsi bertentangan dengan sila kedua 

dan kelima dari pancasila karena mereka secara nyata merugikan masyarakat dan 

memperkaya golongan sendiri dan dirinya. Pemberantasan korupsi serta 

pertanggungjawaban pidana korporasi adalah suatu perwujudan dari sebuah prinsip 

kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Korupsi merupakan tindakan dari seseorang secara sadar dan sengaja melanggar dan 

melawan hukum dengan cara penggunaan uang dan fasilitas umum demi kepentingan 

pribadi dan golongan.2  

Dalam prakteknya pidana korupsi kegiatan yang tidak hanya melibatkan pribadi atau 

golongan tertentu ternyata juga melibatkan subjek hukum yang lain yaitu korporasi. 

Keterlibatan korporasi dalam perbuatan pidana korupsi sering terjadi dalam bidang ekonomi 

seperti pengelolaan sumber daya alam, usaha dibidang jasa serta penyediaan barang, serta 

kerjasama dengan negara. Hal tersebut memicu korporasi dapat mendapatkan keuntungan 

yang melanggar hukum seperti melalui gratifikasi, praktek suap kepada pejabat publik serta 

penyimpangan penyalahgunaan jabatan. Korporasi menurut Satjipto Rahardjo merupakan 

wadah dari ciptaan hukum dimana wadah itu terdiri dari struktur fisik yang disebut corpus 

dan didalamnya ada hukum animasi sehingga wadah atau badan itu memiliki suatu 

 
1 Nathanael mKenneth ,”Maraknya KOrupsi Di Indonesia Tahun Ke Tahun.”Journal of Law Education 

And Business .Vol.2 No 1,April 2022.hlm 335 .dirujuk 48 kali diakses 8 Maret 2026 

2 Ibid 335 
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kepribadian, karena sebab itu wadah atau badan hukum merupakan ciptaan hukum kecuali 

kematiannya dan penciptaanya ditentukan oleh hukum. Suatu badan hasil ciptaan hukum.3 

Jadi dapat dimaknai juga korporasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh 

hukum diperlakukan seperti seorang manusia (personal), dimana korporasi sebagai 

pelaksana atau pemegang hak dan kewajiban, memperoleh hak untuk digugat serta menuntut 

didepan pengadilan. Adapun lembaga korporasi yang dimaksud adalah suatu lembaga atau 

badan dimana mereka memiliki kekayaan sendiri terpisah dari kekayaan Karena itu 

kebijakan hukum terhadap korporasi harus mencerminkan nilai suatu kepastian hukum dan 

kemanfaatan serta kepedulian terhadap hukum. Korupsi dapat melibatkan korporasi 

sehingga pengelolaan proyek negara seperti kekayaan sumber daya alam maupun pengadaan 

di bidang jasa serta penyaluran atau pasokan barang pada hakikatnya menyimpang dari 

amanat konstitusi karena mengalihkan tujuan dari kemakmuran rakyat menjadi keuntungan 

pribadi atau segelintir golongan tertentu. Korupsi merupakan tindakan dari seseorang secara 

sadar dan sengaja melanggar dan melawan hukum dengan cara penggunaan uang dan 

fasilitas publik untuk kepentingan pribadi. Berdasarkan perspektif hukum korupsi sudah 

dijelaskan secara jelas diatur dalam pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan 

telah diubah menjadi Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 yaitu pemberantasan pidana 

korupsi. Dari pasal tersebut ada tiga puluh jenis atau bentuk korupsi dimana secara garis 

besar bisa digolongkan menjadi tujuh bagian yaitu kerugian keuangan negara, suap 

menyuap, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan barang, penggelapan 

jabatan, gratifikasi, dan pemerasan.4  Berdasarkan pengertian tersebut keberadaan korporasi 

sebagai subjek hukum menunjukkan bahwa korporasi tidak hanya memiliki hak, tetapi juga 

memiliki kewajiban yang harus dipatuhi sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. 

Berkembangnya hukum, korporasi bisa juga dikenai pertanggungjawaban pidana apabila 

dalam menjalankan kegiatan usahanya melaksanakan perbuatan yang dimana terdapat unsur 

melanggar hukum. Kitab Undang Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023 adalah 

respon legislatif terhadap kecukupan hukum. Pada pasal 45 KUHP 2023 secara tegas 

 
3Widyo Pramono,”Pertanggungjawaban Pidana Korporasi .”PT ALUMNI edisi digital 2024 hlm.378  

4 Adi Mansar,Ruben Sandi Yoga Utama Panggabean,Nicholas Sutrisman,Guntur Rambe,”Buku Ajar 

Pengantar Pendidikan Anti Korupsi.”UMSU PRESS hlm.6 diakses 5 Maret 2026 
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mengakui korporasi adalah subjek tindak pidana dan mekanisme kesalahan diatur dalam 

pasal 46-50.5  

Pada pasal 45 buku Kesatu aturan umum Bab II Bagian Kedua Paragraf 3 KUHP 2023 

(Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Undang Undang Hukum Pidana) Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor I1, tambahan lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 68420 menyebutkan bahwa korporasi merupakan subjek tindak pidana (1) 

dan korporasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mencakup badan hukum yang 

berbentuk perseroan terbatas, yayasan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha 

milik daerah, atau yang disamakan dengan itu, serta perkumpulan baik yang berbadan 

hukum maupun tidak berbadan hukum badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan 

komanditer, atau yang disamakan dengan itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang 

undangan (2).6 Mekanisme dalam pasal 46-50 KUHP 2023 memberikan kerangka yang jelas 

untuk menentukan apakah korporasi dianggap bertanggung jawab atas perbuatan yang 

melanggar hukum, termasuk unsur unsur kesalahan yang dapat dikaitkan dengan kebijakan, 

sistem, atau perilaku yang menjadi tanggung jawab manajemen atau struktur organisasi 

korporasi. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas korporasi. Korporasi adalah 

kumpulan terorganisasi, baik yang merupakan badan hukum yang berbentuk Perseroan 

terbatas, yayasan, perkumpulan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha daerah, 

badan usaha milik desa atau yang disamakan dengan itu, maupun dengan perkumpulan yang 

tidak berbadan hukum atau badan usaha berbentuk firma, Persekutuan komanditer, atau yang 

disamakan dengan itu.7 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Nomor 20 Tahun 2025 

pasal 18 Putusan Pengadilan adalah pernyataan hak yang diucapkan dalam sidang 

pengadilan terbuka yang dapat berupa putusan pemidanaan, putusan bebas, putusan lepas, 

dari segala tuntutan hukum, putusan pemaafan hak atau putusan berupa tindakan.8 .Oleh 

 
5 Ahmad Fathur ,Rosiki,Dea Hestina,dkk ,”Reformulasi Paradigma dan Implementasi 

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi:Sebuah Studi Kritis Terhadap UndangiiiUndangiiiNomoriii1 

Tahuniii2023 Danii Realitas Penegakan Hukum Di Indonesia.” Indonesia Of Journal Business law Vol 5 No.1, 

Januari 2026 hlm 177 dirujuk 7x diakses 9 Mare 2026 

6 Kurniawan Tri Wibowo,Iwan Rasiwan,Ani Purwanti,Miasiratni,Subaidah Ratna Juwita,Yusuf 

Shofie,Muhammad Irwan.”Tindak Pidana Korupsi.”Banten,PT Adikarya Cipta Aksa .2025 hlm.116 

7 Kitab Undang Undang Hukum Pidana KUHP KItab Undang Undang Hukum Acara PIdana 

Penyesuaian Pidananya .Anak Hebat Indonesia,Yogyakarta 2026 hlm 183  

8 Ibid hlm 183 
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karena itu penelitian ini penting karena membahas  rumusan masalah  pengatubagaimanaran 

tindak pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi dan bagaimanakah 

pertanggungjawaban korporasi yang melakukan korupsi menurut Undang Undang Nomor 1 

Tahun 2023 KUHP 

PEMBAHASAN 

PENGATURAN TINDAK PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA 

KORUPSI 

Sebelum adanya UU No.  Tahun 2023 Tentang KUHP pengaturan tentang 

pertanggungjawaban pidana korporasi diatur diluar Undang Undang KUHP dan lebih 

bersifat sektoral. Undang Undang sektoral itu sendiri bersifat lex specialis  yang artinya lebih 

rinci dalam mengetahui jenis pidana ,unsur kesalahan dan hukuman atau sanksi yang akan 

dijatuhkan kepada korporasi.    Pengaturan Pertanggungjawaban korporasi dalam tindak 

pidana korupsi telah diatur dalam pasal 20 Undang- Undang TIPIKOR  dimana ada 7 ayat 

berbunyi : 

1. Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama 

suatu korporasi ,maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat 

dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya. 

2. Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak 

pidana tersebut dilakukan oleh orang orang baik berdasarkan 

hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain bertindak 

dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun 

bersama. 

3. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi 

maka korporasi tersebut diwakilkan oleh pengurus. 

4. Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana yang 

dimaksud dalam ayat 3 dapat diwakilkan oleh orang lain 

5. Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi 

menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula 

memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang 

pengadilan 

6. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi maka 
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korporasi tersebut diwakili oleh pengurus 

7. (7)Sebagaimana pidana pokok terhadap korporasi hanya 

pidana dengan ketentuan maksimum pidana denda ditambah 

1/3(satu pertiga).9 

Pada pasal 20 UU TIPIKOR menegaskan tentang pengaturan ada pertanggungjawaban 

korporasi dalam tindak pidana korupsi Sanksi pidana tersebut bisa dikenakan pada korporasi, 

para pengurusnya, atau kedua duanya jika tindakan tersebut demi kepentingan 

korporasi.Pada ayat 1 menjelaskan tentang subjek hukum pidana Korporasi yang 

menyangkut tentang orang orang yang bekerja berdasarkan hubungan kerjasama. Pada ayat 

1 tersebut penjatuhan pidana pada korporasi atau individu. Pada ayat 2 membahas tuntutan 

dan sanksi. Artinya korporasi dapat dikenakan pidana penjara dan para pengurusnya juga 

bisa dipenjara dan korporasi bisa kena denda. Pada ayat 3 diatur tentang kapan korporasi 

bertanggungjawab. Orang yang mempunyai fungsi fungsional dalam struktur korporasi 

maka mereka yang dapat diminta pertanggungjawabannya, Pada ayat 7 menegaskan tentang 

sanksi pokok yang dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda dan batas maximum 

adalah penambahannya 1/3 atau sepertiga. 

Pengaturan korporasi dalam tindak pidana korupsi berdasarkan Undang Undang 

Pemberantasan Korupsi berdasarkan bagan dibawah ini: 

 

Bagan Pengaturan Tindak pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi 

Aspek Pengaturan  Ketentuan UU Tipikor Penjelasan 

Dasar Hukum  Pasal 20 Mengatur 

pertanggungjawaban 

pidana korporasi 

dalam tindak pidana 

korporasi 

 
9 Mikhael Feka,Ramad Masturi dkk Buku Ajar Hukum Pidana Korupsi. PT Sonpedia Publishing 

Indonesia, Jambi. 2024 hlm. 29 
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Subjek hukum Korporasi dan/atau 

pengurus 

Korporasi dapat 

dipidana bersama 

pengurus 

Pengertian Korporasi  Kumpulan orang 

dan/atau kekayaan 

yang terorganisasi 

Dapat berbentuk 

badan hukum maupun 

bukan badan hukum 

Bentuk 

pertanggungjawaban 

Pertanggungjawaban 

pidana korporasi 

Korporasi dianggap 

bertanggung jawab 

atas perbuatan yang 

memberikan manfaat 

bagi korporasi 

Sistem pemindanaan Pidana terhadap 

korporasi  

Tidak hanya individu 

tetapi perusahaan 

juga dapat dipidana 

Bentuk pidana pokok Pidana denda Denda kepada 

korporasi dapat 

diperberat 

Pidana Tambahan Pasal 18 UU TIPIKOR Perampasan 

aset,pembayaran 

uang pengganti 

Pengurus korporasi sendiri mempunyai kepentingan yang berbeda sehingga ada 

beberapa kriteria para pengurus yang membuat koperasi tersebut melakukan tindak pidana. 

Kriteria antara lain.10 

1. Perbuatan korupsi dilakukan pada level tertentu oleh pengurus 

2. Perbuatan korupsi tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi 

 
10 Iwan Kurniawan. Kriteria Untuk Menentukan Bentuk Bentuk Tindak Pidana Dan 

Pertanggungjawaban Pidana Dari Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Unes Law 

Review. Fakultas Hukum. Universitas Andalas Padang. Vol.5.Issue 3,2023 hlm 1296 



DINAMIKA 

ISSN (Print) : 0854-7254 | ISSN (Online) : 2745-9829 

Volume 32 Nomor 2 Bulan Juli Tahun 2026, 1113-1127 

 

Muhammad Faiz Abdurrahman, Sunardi, Hisbul Luthfi Ashsyarofi | 1120  

 

3. Perbuatan korupsi tersebut atas perintah pengurus  yang mempunyai 

jabatan   atau wewenang 

4. Perbuatan itu sudah mendapatkan persetujuan dari pengurus yang 

berwenang 

5. Perbuatan itu dilakukan pada lingkup kewenangan pengurus yang 

mempunyai jabatan 

6. Korporasi memperoleh keuntungan dari perbuatan korupsi tersebut. 

Dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi UU NOMOR 31 Tahun 1999 Jo UU 

No 20 Tahun 2001 yang dapat dikatakan sebagai subjek hukum tercantum dalam ketentuan 

Pasal 2 ayat 1, Pasal 5 ayat 1, Pasal 6 ayat 1, Pasal 7, Pasal 13 serta Pasal 16.  Pasal 2 ayat 1 

yang berbunyi 

(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan 

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang 

dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian 

negara,dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana 

penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 ( dua 

puluh tahun) dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus 

juta) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).11 

 

Pada pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap   orang atau korporasi yang melanggar 

hukum bisa dipidana penjara dan pidana denda.Kata setiap orang itu melekat pada pidana 

sehingga ketika unsur itu terpenuhi maka pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban. 

 

 
11 Irsan Arief.Pertanggungjawaban Atas Kerugian Keuangan Negara Dalam Perspektif Hukum 

Administrasi, Perdata/Bisnis Dan Pidana /Korupsi.Mekar Cipta Lestari,Jakarta.2022 hlm 147 
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PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI YANG MELAKUKAN KORUPSI 

MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 KUHP  

Menurut Sudarto ada tiga alasan diterbitkannya UU No.1 Tahun 2023 KUHP karena12 

1. Alasan Politis 

Artinya bahwa negara Indonesia sudah merdeka dari tahun 1945 

harus memiliki Undang Undang sendiri karena jika masih 

menggunakan Undang Undang negara lain berarti Indonesia 

masih dijajah 

2. Alasan Sosiologis  

Artinya Dalam pembuatan dan perumusan KUHP 

menggunakan bahasa Indonesia sendiri serta melibatkan unsur 

budaya ,sosiologi ideologi bangsa Indonesia dan pandangan 

hidup bangsa. 

Adanya KUHP No 1 Tahun 2023 ini menjadi angin segar bagi masyarakat Indonesia 

untuk memperoleh kepastian hukum menyangkut masalah korupsi.Dalam konsep KUHP 

sendiri menganut asas legalitas yang artinya pelanggaran terhadap hukum akan dikenai  

hukuman atau pidana.Adanya istilah nullum delictum nulla poena sine praevia lege yang 

mempunyai arti jika tidak ada delik maka tidak ada pidana, tanpa peraturan dibuat lebih dulu.  

Ada beberapa tantangan yang harus dihadapi para penegak hukum jika berhadapan 

dengan korporasi  diantaranya 

1. Kebijakan korporasi yang seperti apa yang dapat dikualifikasikan 

melanggar hukum 

2. Adanya unsur kelalaian dalam pengawasan seperti yang tertuang 

dalam pasal 48 UU No 1 Tahun 2023 Tentang KUHP 

3. Bisa tidaknya para penegak hukum menarik kendali untuk meminta 

pertanggungjawaban korporasi 

 
12 Hermawan ,Agus Waluyo.”Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Undang 

Undang Nomor 1 Tahun 2023.Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam. Universitas Negeri Sunan 

Ampel Surabaya .Vol.28.No.2,2025 hlm 4 
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Berdasarkan uraian tantangan diatas diharapkan para penegak hukum konsisten dalam 

menegakkan hukum tidak mau disuap oleh korporasi, adanya kerjasama dengan pihak yang 

terkait demi menegakkan keadilan serta pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim benar benar 

dilaksanakan atau diterapkan secara nyata. Dari hasil pembahasan diatas dapat disimpulkan 

perbandingan pengaturan pidana korporasi sebelum dan sesudah adanya KUHP NO 1 Tahun 

2023 seperti dalam tabel berikut ini. 

Perbandingan Pengaturan Pidana Sebelum dan Sesudah KUHP NOMOR 1 

TAHUN 2023 

Aspek Sebelum UU No 1 

Tahun 2023 

Sesudah UU No 1 

Tahun 2023 

Subjek hukum pidana Hanya yang menyakut 

masalah Undang 

Undang Sektoral saja 

 Adanya pengakuan 

Korporasi secara 

umum 

Pertanggungjawaban Fragmentaris atau 

tidak menyeluruh 

 Terintegrasi Dalam 

KUHP khususnya 

pasal 45 sampai 

dengan pasal 50 

 Teori Pendekatan Tidak seragam Teori Identifikasi dan 

kesalahan organisasi 

Jenis sanksi Pembayaran denda 

lebih dominan 

Merujuk Pasal 47 yaitu 

denda pokok dan 

tambahan 

Kepastian hukum Tidak kuat Lebih sistematis dan 

lebih kuat  

 

Dari bagan diatas menunjukkan bahwa pemerintah telah konsisten dalam memberantas 

korupsi baik yang dilakukan oleh individu maupun korporasi.Pemerintah juga harus mampu 

menilai kesalahan korporasi secara objektif tidak berat sebelah.Pada pasal 236 KUHAP 

sudah dijelaskan bahwa terdakwa apabila merasa berat dengan keputusan hakim dapat 

mengajukan banding . Pasal ini 236 KUHAP mengatur proses banding antara Pengadilan 

Negeri Ke Pengadilan Tinggi.Tujuan dari adanya pasal 236 KUHAP adalah agar proses 

banding berjalan dengan tertib,pihak yang banding bisa melihat isi berkas serta adanya 

jaminan transparansi serta keaslian dokumen. Pasal 238 KUHAP mengatur cara 

pemeriksaan tingkat banding di Pengadilan Tinggi. Pada ayat 1 disebutkan bahwa harus ada 
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3 hakim yang memeriksa berkas perkara, ayat 2 menegaskan keputusan pada penanganan 

terdakwa menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi, ayat 3 menjelaskan Pengadilan Tinggi 

wajib memberikan keputusan apakah terdakwa tetap ditahan atau dibebaskan, ayat 4 

Pengadilan Tinggi berhak memanggil terdakwa, para saksi serta jaksa untuk dimintai 

keterangan secara langsung.Pada proses banding Pengadilan Tinggi berhak untuk meninjau 

kembali perkara atau status terdakwa 

Pada KUHP baru ini secara tegas  mengakui korporasi sebagai subjek hukum tindak 

pidana.Pengaturan ini menunjukkan KUHP baru lebih responsif terhadap perkembangan 

kejahatan modern yang melibatkan perusahaan, badan usaha.seperti tindak pidana korupsi, 

pencucian uang. Dibawah ini bagan perbandingan KUHPidana lama dan KUHPidana 

Nasional.13 

Perbandingan KUHPidana Lama Dan KUHPidana Nasional  

ASPEK KUHPidana  Lama KUHPidana Nasional 

(UU No.1 /2023) 

Sumber 

Hukum 

WvS Belanda Produk Nasional (UU 

No.1/2023) 

Jenis 

Pidana 

Pokok 

Mati,penjara,kurungan,

denda 

Penjara,tutupan,pengawasan 

,kerja sosial,denda, 

mati(alternatif) 

Jenis 

Pidana 

Tambahan 

Pencabutan 

hak,perampasan 

barang,pengumuman 

putusan  

Semua tambahan pidana 

lama+ganti rugi ,pencabutan 

izin,kewajiban adat 

Pidana 

mati 

Pidana Pokok Biasa Pidana khusus alternatif,masa 

percobaan 10 tahun 

Filosofi Retributif(pembalasan) Gabungan,retributif,preventif,r

estoratif 

Restoratif Tidak dikenal  Diakui (kerja sosial) kewajiban 

adat,ganti kerugian) 

Pedoman 

Pemindan

aan  

Tidak ada  Diatur dalam Buku 

Kesatu(Pasal 51-60) 

 
13 Wan Ferry Fadli,Ida I dewa Ayu,dkk .Hukum Pidana Indonesia :Pergeseran Paradigma dari KUHPidana 

Lama ke KUHPidana Nasional.Get Press Indonesia.Padang.2025 hlm 165 
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Dari bagan tersebut diatas pada KUHPidana Nasional atau (UU NO. 1 Tahun 2023 

memberikan aspek modern pada jenis pidana. Apabila pada KUHPidana lama  lebih 

dominan menggunakan pidana penjara dan denda maka KUHPidana Nasional(UU No.1 

Tahun 2023) lebih memperkenalkan piodalan alternatif seperti pengawasan, kerja sosial dan 

pidana dengan syarat. Pembaharuan ini bertujuan untuk mengurangi overcrowding di 

lembaga pemasyarakatan sekaligus memberikan rehabilitasi kepada pelaku tindak pidana. 

KESIMPULAN 

Dari hasil penelitian dan pembahasan penulis dapat menyimpulkan  

1. Di Indonesia pengaturan tindak pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi 

telah diatur dalam berbagai perundang undangan khususnya Undang Undang 

TIPIKOR dan undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP. 

2. Korporasi dapat dijadikan sebagai subjek hukum serta dapat dimintai 

pertanggungjawaban apabila terbukti melakukan korupsi serta memberikan 

keuntungan bagi korporasi atau para pengurusnya. 

3. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi menurut Undang Undang Nomor 1 

Tahun 2023 korporasi tidak hanya dikenai pidana berupa denda tetapi juga 

pidana tambahan sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan korporasi 

4. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 memperluas konsep pertanggungjawaban 

pidana korporasi dengan penekanan adanya pengawasan dan kepatuhan hukum 

dalam suatu perusahaan 
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